Berdasarkan_SK _KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai
berikut :

. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau
pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan
atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan
isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang
terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentangA
pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu
menerima layanan pengadilan.

. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan
MA atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan
bukti-bukti yang diperlukan.

. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang
dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya.
Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor
perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.

. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya
pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam
hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak
tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau
Pengadilan Tingkat Banding.

. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor
selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di
agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal
pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib
memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14
(empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap
atau tidak lengkapnya materi pengaduan

. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana
diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu
dianggap mencabut pengaduannya.


https://drive.google.com/file/d/1nwLr9jFwl34gwa65e0lZVhHygNeWvu3o/view?usp=sharing

9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan,
maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

10.Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang
ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah
Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu
dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian
pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh
masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis
pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Catatan :
pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan
dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan
dengan pengaduan yang akan disampaikan



